
BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Sertifikat 

1. Pengertian Sertifikat 

  Sertifikat adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang 

adanya suatu peristiwa tertentu.
12

 

  Pengertian sertifikat menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997, adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 

19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing 

sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
13

  

  Data yang dimuat dalam sertifikat adalah data fisik dan data yuridis. Data 

fisik menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, adalah 

keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didaftar, keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan 

diatasnya.
14

 sedangkan data yuridis menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah 

No. 24 tahun 1997, adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan 

satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta 

beban-beban lain yang membebaninya. data fisik dan data yuridis dalam sertifikat 

diambil dari buku tanah, yang dalam pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 
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24 tahun 1997 merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data 

yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.  

2. Macam-Macam Sertifikat 

  Ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: 

a. Sertifikat Hak Milik 

b. Sertifikat Hak Guna Usaha 

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara 

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan  

e. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara 

f. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan 

g. Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan 

h. Sertifikat Wakaf Tanah Hak Milik 

i. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

j. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Non Rumah Susun 

k. Sertifikat Hak Tanggungan
15

 

3. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak 

  Ada dua macam sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak, yaitu: 

a. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat 

  Begitu pentingnya peranan sertifikat, sehingga kekuatan pembuktiannya 

tidak hanya berlaku eksternal terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya 
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kekuatan internal, yakni memberikan rasa aman bagi para pemegang / pemiliknya 

serta ahli warisnya agar ahli warisnya di kemudian hari tidak mengalami 

kesulitan, dalam arti tidak perlu bersusah payah untuk mengurusnya; paling-

paling harus menjaga keamanannya serta menghindari kerusakannya. 

b. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak. 

  Dengan diterbitkannya sertifikat, maka terwujud jaminan kepastian 

Hukum dan Perlindungan hukum bagi pemegang haknya. dengan demikian 

dengan mudah dapat membuktikan nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan.  

4. Proses Pemilikan Sertifikat 

a. Penjual dan pembeli telah menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Proses balik nama sertifikat rumah tidak dapat 

dilakukan jika akta jual beli belum ditandatangani oleh penjual, pembeli, PPAT, 

dan saksi. 

b. Penjual telah melunasi pajak penghasilan (PPh), sementara pembeli telah 

melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Proses balik 

nama sertifikat rumah tidak dapat dilakukan jika PPh, BPHTB, PBB, belum 

dilakukan pembayaran lunas. 

c. Pembeli dan penjual telah melunasi biaya Akta Jual Beli sekaligus bea balik 

nama sertifikat pada PPAT yang ditunjuk. Untuk jasa pelayanan yang maksimal, 

penjual dan pembeli sebaiknya membayar jasa PPAT di muka. hal ini 

dimaksudkan, ketika proses balik nama sertifikat rumah telah selesai, maka 
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pembeli tinggal mengambil sertifikat yang telah balik nama tersebut tanpa 

mengeluarkan biaya lagi. 

d. Kantor PPAT akan mengurus balik nama ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

setempat dengan disertakan sertifikat asli, akta jual beli, fotokopi KTP penjual dan 

pembeli, bukti pelunasan PPh, bukti pelunasan BPHTB. untuk proses balik nama 

maka yang diserahkan ke BPN adalah sertifikat aslinya berikut salinan akta jual 

beli. 

e. Jika sesuai jadwal dan prosedur maka proses balik nama kurang lebih 2 minggu, 

namun dalam prakteknya antara 1 sampai 2 bulan. Hal ini terjadi karena kantor 

PPAT mengurus balik nama sertifikat ke kantor BPN secara kolektif. 

B. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

  Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak 

yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, 

sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang 

terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

2. Asas Konsensualisme 

  Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai 

dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, 

perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya, “sepakat” mengenai 

barang dan jasa. 

  Konsensualisme berasal dari kata “konsensus”, yang berarti „kesepakatan‟. 

Dengan kesepakatan, dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang 
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bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang dikehendaki 

oleh yang satu merupakan apa yang dikehendaki oleh yang lain dan kedua 

kehendak itu bertemu dalam „sepakat‟ tersebut.
16

 

  Asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian KUH Perdata 

tersebut, disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur 

tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan pasal 1338 ayat 1 KUH 

Perdata. Pasal 1338 ayat 1 berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang membuatnya”. 

  Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu 

kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan 

kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. 

dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk dan 

cara (formalitas) apa pun (misalnya, tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan lain 

sebagainya), dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu maka 

sahlah atau mengikatlah perjanjian itu, atau berlakulah ia sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.
17

 

3. Hak - Hak Penjual 

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah menerima 

pembayaran dari harga  yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia 

jual. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata menjelaskan bahwa kewajiban utama 

pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang 

ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima 
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oleh penjual seperti pada umumnya. Kemudian pada Pasal 1517 KUH Perdata 

diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat 

menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 

1267 KUH Perdata. Pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika 

pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran. 

4. Kewajiban Penjual 

  Menurut pasal 1473 KUH Perdata, seorang penjual diwajibkan 

menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang 

tidak terang akan di tafsir untuk kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, 

menurut pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu: 

a. Menyerahkan barangnya 

b. Menanggung barang yang di jual.  

  Penyerahan di sini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual ke 

dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Perdata).  Adapun 

penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli yaitu untuk 

menjamin dua hal, yaitu:  

a. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram. 

b. Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi.  

5. Hak - Hak Pembeli 

  Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 

1481 KUH Perdata: 

a.  Hak menerima barang 
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  Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, 

sebagaimana termuat dalam pasal 1481 KUH Perdata yang berbunyi: “Barang 

yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. 

Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli” 

  Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan 

barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada 

penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan 

nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus 

menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUH Perdata. 

b. Hak Menunda Pembayaran 

  Hak menangguhkah / menunda pembayaran terjadi sebagai akibat 

gangguan yang di alami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu 

berupa gugatan / tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat 

pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak 

misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Seperti pada Pasal 1516 KUH Perdata 

menyebutkan “Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu 

tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh 

kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut 

untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaanya, maka ia dapat 

menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan 

gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika 

telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas 

segala gangguan.” 
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6. Kewajiban Pembeli 

  Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada 

waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 

KUH Perdata). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan 

waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di 

mana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Jika si pembeli 

tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan 

pembelian (Pasal 1517 KUH Perdata). 
18

 

7. Jual Beli Rumah dan Bangunan  

  Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

perjanjian jual beli rumah dan bangunan dengan Developer, bagi masyarakat yang 

hendak melakukan transaksi jual beli rumah dan agar kepentingannya sebagai 

pembeli tidak terusik, ada baiknya memerhatikan tentang pedoman pengikatan 

jual beli rumah yang diatur dalam keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

No: 09/KPTS/M/1995 Tanggal 23 Juni 1995 tentang pedoman pengikatan jual 

beli rumah.
19

 

a. Para Pihak  

  Bahwa adanya  dua pihak yakni perusahaan pembangunan perumahan dan 

permukiman (Developer), yang bertindak selaku penjual rumah, untuk selanjutnya 

disebut penjual. Dan konsumen rumah yang bertindak selaku pembeli rumah yang 

selanjutnya disebut pembeli. 
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b. Uraian Objek Pengikatan Jual Beli 

  Uraian objek jual beli yang dimuat dalam surat perjanjian pengikatan jual 

beli yang sedikitnya harus mencantumkan: 

1). Luas bangunan rumah disertai dengan gambar arsitektur, gambar denah, dan   

spesifikasi teknis bangunan 

2). Luas tanah, status tanah, beserta segala perizinan yang berkaitan dengan 

pembangunan rumah dan ha-hak lainnya. 

3). Lokasi tanah dengan mencantumkan nomor kaveling, rincian wilayah, desa 

atau kelurahan, dan kecamatan. 

4).  Harga rumah dan tanah, serta tata cara pembayarannya, yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. 

c. Kewajiban Penjual 

1). Penjual wajib melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu yang telah 

diperjanjikan menurut gambar arsitektur, gambar denah, dan spesifikasi 

teknis bangunan yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh kedua 

belah pihak dan dilampirkan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam akta 

pengikatan jual beli rumah tersebut. 

2). Penjual wajib menyelesaikan pendirian bangunan dan menyerahkan   tanah 

dan bangunan rumah tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada pembeli, 

kecuali karena hal-hal yang terjadi keadaan memaksa (Force mayeure) yang 

merupakan hal di luar kemampuan penjual antara lain seperti bencana alam, 

perang, pemogokan, huru-hara, kebakaran, banjir dan peraturan-peraturan / 

kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. 
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3). Penjual sebelum melakukan penjualan dan atau melakukan pengikatan jual beli 

rumah wajib memiliki: 

 a. Surat izin persetujuan prinsip rencana proyek dari pemerintah Daerah 

setempat dan surat izin lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten / 

Kota Madya.  

b. Surat Keterangan dari Kantor pertanahan kabupaten / Kota Madya, 

bahwa yang bersangkutan (Developer) telah memperoleh tanah untuk 

pembangunan perumahan dan permukiman. 

c.  Surat izin Mendirikan Bangunan 

d. Penjual wajib mengurus pendaftaran perolehan hak atas tanah dan 

bangunan rumah, seketika setelah terjadinya pemindahan hak atas 

tanah dan bangunan rumah atau jual beli rumah (tanah dan bangunan) 

di hadapan PPAT.
20

 

e. Apabila penjual lalai untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah 

tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada pembeli, diwajibkan 

membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar dua 

perseribu dari jumlah total harga tanah dan bangunan rumah untuk 

setiap hari keterlambatannya. 

f. Apabila penjual ternyata melalaikan kewajibannya untuk mengurus 

pendaftaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut, 

maka pembeli mempunyai hak dan dianggap telah diberi kuasa untuk 

mengurus dan menjalankan tindakan yang berkenaan dengan 
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pengurusan pendaftaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah 

tersebut kepada instansi yang berwenang. 

d. Jaminan Penjual  

 Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan diatas, developer 

sebagai penjual harus memberikan jaminan kepada pembeli dalam bentuk: 

1). Penjual menjamin bagi kepentingan pihak pembeli bahwa tanah dan  bangunan 

rumah yang menjadi objek pengikatan jual beli adalah hak penjual sepenuhnya. 

Dan tidak dalam keadaan sengketa, tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi 

yang berwenang. 

2). Penjual menjamin serta membebaskan pembeli dari segala tuntutan yang 

timbul di kemudian hari baik dari segi perdata maupun pidana atas tanah dan 

bangunan rumah tersebut. 

3). Penjual menjamin dan bertanggung jawab terhadap cacat yang tersembunyi 

yang baru diketahui di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan pasal 1504 dan 

1506 KUH Perdata.
21

 

e.  Kewajiban Pembeli 

 Oleh karena jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang dijanjikan maka ada kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhi seorang pembeli seperti: 
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1).  Pembeli telah menyetujui jumlah total harga tanah dan bangunan rumah sesuai 

gambar arsitektur, gambar denah, dan spesifikasi teknis bangunan yang telah 

ditetapkan bersama. 

2). Pembeli wajib membayar jumlah total harga tanah dan bangunan rumah, 

beserta segala pajak, dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya 

pengangkatan jual beli rumah, dengan tata cara pembayaran yang disepakati 

bersama. 

3).  Pembeli wajib membayar biaya pembuatan akta notaris, pengikatan jual beli 

rumah, biaya pendaftaran perolehan hak atas tanah atas nama pembeli, 

sedangkan biaya pengurusan sertifikat ditanggung oleh penjual. 

4).  Apabila pembeli lalai untuk membayar angsuran harga tanah dan bangunan 

rumah pada waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan denda 

keterlambatan, sebesar dua perseribu dari jumlah angsuran yang telah jatuh 

tempo untuk setiap hari keterlambatan. 

5).  Apabila pembeli lalai membayar angsuran harga tanah dan bangunan rumah, 

segala pajak, serta denda-denda, dan biaya-biaya lain yang terhutang selama 3 

(tiga) kali berturut-turut, maka pengikatan jual beli rumah dapat dibatalkan 

secara sepihak, dan segala angsuran dibayarkan kembali dengan dipotong 

biaya administrasi oleh penjual. 

f. Serah Terima Bangunan 

1).  Dalam hal bangunan rumah yang menjadi obyek dari Pengikatan Jual Beli 

Rumah   telah   selesai   dibangun   sesuai   dengan   jangka   waktu   yang 

diperjanjikan, dan sepanjang Pembeli telah selesai memenuhi kewajiban 
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untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biaya-biaya 

lainnya, maka Penjual dan Pembeli sepakat untuk menandatangani Berita 

Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Rumah. 

2). Dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum dilakukan serah terima Tanah dan 

Bangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam butir I angka V, maka pihak 

Penjual wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya Serah Terima 

Tinah dan Bingunan Rumah kepada Pembeli. 

3).  Apabila setelah jangka waktu surat pemberitahuan pada butir 2 angka V, tidak 

bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut, maka dengan 

lewatnya waktu tersebut, pihak Pembeli telah dianggap meneriina Tanah   dan  

Bangunan  Rumah  tersebut  dengan  segala  konsekuensi  dan resikonya. 

4). Dalam hal pihak Penjual berhasil mendirikan bangunan rumah lebih cepat 

daripada jangka waktu yang telah diperjanjikan, dan dalam hal Pembeli telah 

memenuhi kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan 

Rumah beserta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan itu, maka Tanah 

dan Bangunan Rumah tersebut dapat diserahterimakan oleh pihak Penjual 

kepada Pembeli. 

g. Pemeliharaan Bangunan 

1). Dengan dilakukan serah terima Tanah dan Bangunan Rumah, maka segala 

tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga Tanah dan Bangunan Rumah 

tersebut menjadi tanggungjawab pihak pembeli sepenuhnya. 

2). Setelah serah terima Tanah dan Bangunan Rumah dilakukan pihak Penjual 

wajib  untuk  memberikan  masa  pemeliharaan/perbaikan  dalam  jangka 
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waktu 100 (seratus) hari terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Berita 

Acara Serah Terima. 

3).  Perbaikan-perbaikan atas bagian yang rusak yang dilakukan oleh pihak 

Penjual berdasarkan Gambar Denah Bangunan, dan Spesifikasi Teknis, yang 

merupakan lampiran dari Pengikatan Jual Beli Rumah tersebut. 

4). Apabila selama berlangsungnya masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud 

dalam butir 2 angka VI, terjadi kerusakan pada bangunan yang disebabkan 

oleh Keadaan memaksa (Force Mayeure), seperti antara lain, gempa bumi, 

banjir,  huru-hara  perang  dan  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh 

perorangan  maupun  massal,  atau  karena  adanya  perubahan  bangunan 

rumah yang dilakukan pihak Pembeii, maka pihak Penjual dibebaskan atas 

tanggungjawab perbaikan. 

h. Penggunaan Bangunan 

1). Pembeli wajib menggunakan tanah dan bangunan rumah  sebagai tempat 

tinggal dan / atau sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. 

2). Pembeli wajib senantiasa menaati “peraturan tata tertib lingkungan” yang 

ditentukan oleh RT dan RW. 

3). Dalam hal perubahan bangunan, pembeli selama masa pendirian bangunan 

tidak diperkenankan untuk menghubungi dan memerintahkan pelaksana 

bangunan yang bersifat mengubah dan menambah bangunan rumah tanpa 

persetujuan penjual. 
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i. Pengalihan Hak 

1).  Selama belum dilaksanakannya jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah,  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  pihak  Penjual,  pihak  Pembeli 

dibenarkan  untuk  mengalihkan  hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  Rumah 

kepada  pihak  ketiga.   Demikian  pula  sebaliknya  berlaku  bagi  Pihak 

Penjual. 

2).   Penjual    dapat    menyetujui    secara    tertulis    kepada    Pembeli    untuk 

mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan kepada pihak ketiga, apabila 

Pembeli bersedia membayar biaya administrasi sebesar 2 1/2 % (dua setengah 

presen) dari harga jual pada transaksi yang berlangsung. 

j. Pembatalan Pengikatan 

1).  Pengikatan   Jual   Beli   Rumah   tidak   berakhir   karena   salah   satu   pihak 

meninggal dunia, akan tetapi tetap menurun dan harus ditaati oleh para ahli 

waris dari pihak yang meninggal. 

2).  Pengikatan Jual Beli Rumah, pembeli mempunyai hak untuk menjadi batal 

apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 

 a. Pihak Penjual   tidak dapat menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah 

beserta hak-bak yang melekat, tepat waktu yang diperjanjikan, dan Pembeli 

telah selesai kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan 

tersebut. 

 b. Pihak Penjual menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang tidak cocok 

dengan Gambar Denah, dan Spesifikasi Teknis Bangunan yang telah 

ditetapkan bersama dan menjadi lampiran daiam Pengikatan Jual beli. 
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c. Apabila keadaan yang dimaksud dalam butir a dan b angka IX tersebut 

terjadi maka perjanjian menjadi batal, dan Penjual wajib membayar uang 

yang telah diterima, ditambah dengan denda, bunga, dan biaya- biaya lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum. 

 d. Pembeli tidak dapat memenuhi dan atau tidak sanggup meneruskan 

kewajibannya  untuk  membayar  harga  Tanah  dan  Bangunan  Rumah 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

 e. Pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan 

kepada Bank Pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan syarat-

syarat Akta Perjanjian Kredit. 

 f. Pembeli mengundurkan diri atau membatalkan transaksi jual beli Tanah dan 

Bangunan Rumah karena suatu sebab atau alasan apapun juga. 

 g.  Apabila keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir d, e, dan f angka IX 

tersebut terjadi dalam hal pembayaran atas Tanah dan Bangunan Rumah  

belum  mencapai  10%  (sepuluh  prosen)  maka  keseluruhan pernbayaran 

tersebut menjadi hak pihak Penjual. Dalam hal pembayaran harga Tanah dan 

Bangunan Rumah yang dilakukan pihak Pembeli melebihi 10% (sepuluh 

prosen) maka pihak Penjual berhak memotong, 10% (sepuluh prosen) dari 

jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah dan sisanya wajib 

dikembalikan kepada pihak Pembeli. 
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k. Akta Jual Beli 

1).  Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah harus ditandatangani oleh Penjual 

dan Pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal telah 

dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut : 

 a.   Bangunan Rumah telah selesai dibangun di atas tanah dan telah siap untuk 

dihuni; 

 b.  Pembeli  telah  membayar  lunas  seluruh  harga  Tanah  dan  Bangunan 

Rumah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan itu; 

 c.   Proses permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah selesai diproses 

dan sertifikat Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama Penjual; 

2).  Pada saat melangsungkan jual beli Tanah dan Bangunan Rumah di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada waktu melangsungkan 

pengikatan    di    hadapan    Notaris.     Pembeli    wajib    membawa    dan 

memperlihatkan  asli  surat-surat  berikut  kuitansi  mengenai  pembayaran 

harga  Tanah  dan  Bangunan  Rumah  beserta  biaya-biaya  lainnya  yang 

berkaitan dengan itu 

l. Penyelesaian Perselisihan 

1).  Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul 

sehubungan dengan / sebagai akibat dari pengikatan ini, maka para pihak 

akan menyelesaikan secara musyawarah. 

2).  Jika  penyelesaian  secara  musyawarah  tidak  membawa  hasil,  maka  para 

pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui Badan 

Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). 
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3). Biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleh Badan Arbitrasi 

Nasional Indonesia (BANI) menjadi beban dan harus dibayar oleh para pihak 

untuk jumlah yang sama yaitu Penjual 50 % (lima puluh prosen) dan Pembeli 

50 % (lima puluh prosen). 

4).   Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan atas isi dari 

Pengikatan Jual Beli ini, maka para pihak akan merundingkan secara 

musyawarah  dan  mufakat  serta  hasilnya  akan  dituangkan  dalam  suatu 

Adendum  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari 

Pengikatan Jual Beli ini.
22

 

C. Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

  Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 

KUH Perdata berbunyi: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
23

 

   Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, 

berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut 

menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). Dengan 

demikian, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang 

membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka buat adalah 

sumber hukum formal, asal perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah.
24
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 Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09 / KPTS / M /1995, Tentang 

Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah 
23

  Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013), h, 25 
24 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2010),  h. 45 
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2. Syarat Sah Perjanjian  

  Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat 

dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan 

syarat sah suatu perjanjian, yakni pasal 1320. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, 

ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Mengenai suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

  Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena 

mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena 

mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan 

itu. 

  Secara ringkas masing-masing syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa 

para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan 

atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak 

dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. 

  Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan 

perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan 

tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi 
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syarat untuk membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut pasal 

1330 KUH Perdata ialah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
25

  

Pengertian suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek 

suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek 

suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, 

sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat di 

tentukan atau diperhitungkan. 

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang ke empat atau terakhir agar 

suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, pasal 1335 KUH Perdata menyatakan 

bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena 

sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan 

sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan 

dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. 

Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat diatas supaya sah. 

Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa 

kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau 

syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya 

                                                             
25

 Budiman N.P.D. Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif 

Sekretaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 18 
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perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang 

tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. 

Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan 

perjanjian itu batal demi hukum (null and void). Perjanjian semacam ini sejak 

semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai 

dasar untuk saling menuntut.
26

 

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

  Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan 

lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam 

bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga 

bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini: 

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak 

dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka 

para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban 

untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 

keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

                                                             
26 Ibid., h. 19 
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melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. akan tetapi kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 

menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan 

penyangkalannya. 

c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 

notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. 

Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak 

yang bersangkutan maupun pihak ketiga. 

Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu: 

a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu; 

b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, 

kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan 

perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak 

para pihak. 

  Akta notariel merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu 

pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di 

Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 

kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di 
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suatu Pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta 

notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian 

tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui 

oleh para pihak, pembuktian mana sangat berat.
27

   

4. Unsur-Unsur Perjanjian 

  Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Unsur essensialia; 

b. Unsur naturalia; 

c. Unsur accidentalia. 

  Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam 

setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, 

dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab 

tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan. 

  Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang 

dalam hal ini hanya bersifat mangatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam 

suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk 

menanggung biaya penyerahan. 

  Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang 

ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. 

Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga. 
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D. Ganti Rugi 

1. Timbulnya Ganti Rugi 

  Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi 

dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku 

III KUH Perdata, yang dimulai dari pasal 124 KUH Perdata sampai dengan pasal 

1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi 

yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah 

dibuat antara kreditur dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan 

barang kepada B pada tanggal 20 januari 2017, akan tetapi, pada tanggal yang 

telah ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B 

dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus 

memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali. Apabila peringatan 

atau teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk 

membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat 

telah dilakukan somasi. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum 

diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan 

hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah 

menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul 

karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.  

  Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah 

sebagai berikut: 

a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan 

kerugian. 
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b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUH Perdata), ini 

ditujukan kepada bunga-bunga. 

  Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang 

telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah 

berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. 

sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. 

Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat 

langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya 

perjanjian. 

2. Macam-Macam Ganti rugi 

  Di dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian 

kerugian disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, 

dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi 

inmateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam 

bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu 

kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, 

mukanya pucat, dan lain-lain.
28

  

E. Wanprestasi 

  Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah 

seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan 

sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang: 
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a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. 

  Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti 

rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. 

Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan 

melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang 

telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus 

mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun 

demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan: 

a. Keadaan memaksa (overmacht / force majeure) 

b. Kelalaian kreditur sendiri 

c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. 

  Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh 

karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat 

dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. 

  Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” 

(overmacht / force majeure) bila keadaan itu: 

a. Di luar kekuasaannya 

b. Memaksa 

c. Tidak dapat diketahui sebelumnya 
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  Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolute), contohnya, 

bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan 

yang bersifat tidak mutlak (relative), contohnya berupa suatu keadaan dimana 

kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya 

terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi 

pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor 

produk terhenti sementara, dan lain-lain.
29

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Abdul R. Saliman, op.cit.,  h. 52 

 


